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Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum
(Pemilu) menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Legislatif). Pada Pasal 4 ayat (3) melarang Partai Politik
sebagai Peserta Pemilu, salah satunya menyertakan mantan terpidana korupsi.
Hal ini mengakibatkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 diajukan uji materiil
kepada Mahkamah Agung (MA) dan diputus dengan Putusan Nomor 46
P/HUM/2018 yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan
Lampiran Model B.3 bertentangan dengan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU
Pemilu. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama adalah apakah
putusan MA tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
ke dua adalah bagaimana sikap konsisten KPU terkait larangan pencalonan
mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Metode yang
digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang
dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dan KPU dinilai tidak konsisten
terhadap semangat awal untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi
calon anggota legislatif.
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